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KEPALA DESA CIRAMAGIRANG
EECAMATAN CICALONGELILON KABUPATEN CIANIUR

PERATLRAMN DESA CIRAMAGIRANG

NOMOR 02 Tahun 2021

TEMNTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DN BELANIA DESA CIRAMAGIRANG

TAHUM ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TLHAN YANG MAHAM ESA
KEPALA DESA CIRAMAGIRANG

bahvwa Anggaran Pendaparan dan Befanja Desa sebagai wujud darni
pengelolaan weuargan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab uniu k sebesar-besarmya kemalmuran masyars ket desa;

bahwa Anggaran Perdapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatar dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesual dengan kebutuhan
penyelenggaraan permerintahan Desa berdaszarkan ponsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, bereawazan lingungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemarntahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagasimana dimaksud dalam huruf a
dan bhunst b, peru menetapkan Peraturan Desz tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara
¥ang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 1999 Momor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Romor 3851);

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Bepublik Indonesia Tahun 2003 Namor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4286);

Undang Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabarzan Megara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomos 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomord 355);

Undang-Undang Momor 6 Tabun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 3014 Nomor 7, Tambahar Lembaran Negara
Republik indonesia Nomaor 3495);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung |awab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44800);
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Peratuan Pemerintah Momor 47 Tzhun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentany Pelaksansan Urdang-Undang
Nomor & tahun J014 tentang Desa (Lembaran Megara republik Indonesia
Tahun 2015 Nomar 15/, Tambahan Lembaran Negara Republik indanesia
Nomor 5717);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetaparn Peraturan
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang Undang Nomor 1
Tahun 220 Tentang Kebijakan Keuangan Megara Dan Stabilisasi Sistem
Eeuangan Untuk Penangaran Pandemi Corons Disease 2019 (Cowid- 19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membakayakzn
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [Lembaran
Negarz Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Republik indonesla Nomaor B Tabun 2016 Tentang
Perubahar Kedua atas Persturan Pemerintah Momor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Darl Anggaran Perdapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negarz Republik indonesia Tahun 1014 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5558];

Peraturan Pemeriniash Aepublik Indonetis Nomar 11 Tahun 3019 Tentang
Perubahan EKeduz Afas Perzturan Pemernntah Momor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelakianaan Undang-undang Momor & Tahun 2014
Tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2014 Nomor 41,
Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corgna Virus Desease 2019 (Covid-19];

Peraturan Presiden Republik indonesia Momor 75 Tahun 2019 Tentang
Perubahar atas Persturan Presiden Nomor B2 Tahun 2008 Tentang laminan
Kesehatan [Lembaran Megara Republik indonesia Tehun 2019 Normor 2 10);
Keputusar Presiden Republk Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 20109 [Cowid-
189}

Keputuzar Presiden Republik Indonesia Momor 11 Tahun 2020 tentang
Penétapan Kedaruratan Kesthatan Masyarakat Corona Virus Desesse 2019
[Cowid-19);

Peraturan Presiden Momor 82 Tahun 2020 Tentang Komie Penanganan
Corona Virus Disease [COVID-15) dan Pemulihan Ekonomi Masional (PEN);
Peraturan Menteri Dafarn Meger Republik Indonesia Momor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknls Peraturan Deia (Berita Negora Republik
Indonesis Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam MNeger Republik Indonesia Momor 114 Tahun
2014 Tentang Pedorman Pembangunan Dess (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2074 Momor 200048);

Peraturan Menter] Dalam Megerl Republik Indonesia Homor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala desa (Berta Negara Republik Indonesia Tabun 2016
Nomor 1053];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tehun 2018
Tentong Pengeloloer Kcuangan Dess (Berita Megers Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 [Berita Megara Republik Indonesia Tahen 2009
Nomor 1012);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
Republik indonesia Momor 17 Tahun 3019 Tentang Fembangunan dan
Pemberdayaan Masyarzkat Desa;

Peraturan  Menteri  Keusngan  Republik  Indoresis Momor
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219/PME.O7/2020 Tentang Perubahan Keduva Atas Peraturan Menteri
Keusngen Republik Indonesis MNomor ©  35/PMK07/2020 tentang
Pengelolaan Tansfer Ke Dasrah dan Dana Desa Tahun Anggarar 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Deseats 2019 (COVID-19)
danfatau Mengzhdapi Ancaman Yang Mebahayskan Perekonomian
Masional [Beritz Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Namar 377);
Peraturan  Menteri  Kevangan Republik Indonesia Momor
221/PME D7/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesiz Tahun 2019 Nomor 1641);

Surat Edaran Merteri Desa, Pembangurian Daerah Tertinggal, dan
Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Surat Edzran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, D=n
Transmigrasl Momor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan
Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi
Republik Indonesia Nomor @ 1281/PRLOD/IV 020 tanggal 14 April 2030
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
Surat Edaran Merteri Dets, Pembangunan Dasrah  Tertinggal, dan
Transigrasi Republik irdonesiz Nomor 17 Tahun 3020 Tentang Percepatan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Gubermur Provinsi lawa Barat Momor 8 Tahur 2019 Tentang
Pembinsan Perwelenggorasn Pemeriniahan Desa (Berita Daerab Prowvinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaier Cianjur Nomar 4 Tahun 2015 Tentarg Desa
[Lembaran Dasrah Kabupatens Clanjur Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Mamor 13 Tahun 2020 Tentang
Anggaran Pendapatar dan Belanja Daersh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Clanjur Tahun 3020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Clanjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tzhun Anggaran 2001 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomar 73);

Peraturan Bupati Clanjur Momor 40 Tahun 2014 Tertang Tata Cara
Pengadaan Barang/lasa di Desa [Berita Daerak Ksbupsten Cianjur Tabun
2014 Nomor 40);

Peraturan Bupati Cianjur Momor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupalen Clanjur Eepada Desa (Berila
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3k

Peraturan Bupatl Clarjur Nomor 73 Tabhun 2018 Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
D@erah Kabupaten Clanjur Tahun 3018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomar 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahwn 2018
Nomor 79);

Peraturan Bupsti CiEnjur Momor 97 Tahun 2018 Tertang Pedoman
Pengelolsan Keuvangan Desa (Berita Decrah Kabupaten Clanjur Tahun 2018
Nomor 37);

Peraturan Bupati Cianjur Momor 17 Tahun 2015 Tentang Teta Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahwn
2019 Nomar 17);

Peraturan Bupatl Clanjur Nomor 51 Takhun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Jalan Dwsa (Berita Daerah Kabupaten Clangur Tahun 2019 Nomor 511
Peraturan Bupati Cianpur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunzn Desa {Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Ciznjur Momor 3% Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengadaan Barangflass Di Lingkungan Pemerintzh Desa [Berita Daerzh
Esbupaten Clangur Tabun 2020 Nomor 39);
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Peraturan Bupati Ciznjur Momor 55 Tahun 2020 Tentang Tatz Camm
Pengalokasiar Bog Hasll Pajek Deerah cdan Retribusi Dagraf Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor S);

Peraturan Bupati Clarjur Nomar 68 Tahun 2020 Tertang Standar Marga
Latuan Belanjz Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Eabupaten
Cianjur Tabun 20 Nomaor 68];

Peraturan Bupsti Cianjur Momor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2001
[Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomaor 01);

Peraturan Bupati Cianjur Momor 02 Tahun 2021 Tertang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjewaban Alokasi
Dzna Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kzbupaten Cianjur Tahun 201 Momor
02);

Peraturan Bupati Cianjur Momor 03 Tahun 2021 Tenteng Tata Cara
Pembagian dan Pernetapan Binclan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2021 [Berita Daerah Eabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomaor 03);

Peraturan Bupati Cianjur Momor (4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis
Penetapan Prioritas Penggunasn Dana Desa Tshun 3021 [Barita Daersh
Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);

Surat Keputuzan Sekretaris Dasrah Kabupaten Canjur Momor ;| 900/Kep.9-
Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barangflasa Di
Lingkungan Pemerintah Desa;

Peraturan Desa Ciramagirang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan langka Menengah Desa [RPIM Desa) Desa Ciramagirang
Tahun 2000 — 2006

Peraturan Desa Ciramagirang Nomar 08 Tahun 32020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Deta) Deta Oiramagirang Tahon 2021,

Peraturan Desa Ciramagirang Momor 01 Tabun 2021 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewerangan Lokal
Barzekala Deca;

Peraturan Desa Ciramagirang Nomaor 0F Tahun 2031 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,

Dengan Kesepakatan Bersarma
BADAN PERMLSYAWARATAN DESA CIRAMAGIRANG

Damn
KEPALA DESA CIRAMAGIRANG

MEMUTUSEAN

: PERATURAN DESA CIRAMAGIRANG NOMOR 02 Takun 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAM DAN BELAMIA DESA  CIRAMAGIRANG TAHUN
ANGGARAN 2021

Fasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIRAMAGIRANG Tahun Anggaran 2021 adalab sebagai

berikut ;

1. Pendapatan Transper Rp 1.915.4322.000,00

2, Pendapatan Lain-Lain 31.170.943,00

3. Jumish Fp____1.918.552.94300
Surpuls/Defisit Ro 85 000 000,00
Belanja Desa 1.823.592.943,00
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4, Pembizyaan

4. Penerimaan Pembioysan R 1.926.000,00
b Pengeluaran Pembiayaan Ap (93, 074000, 00}
Selisit Pembiayuan (a-b) Ao 0,00
Sisa Lebih/|Kurang) Perhiturgan Ro 1.576.000,00
Anggaran

Pasal 2

Uraizn lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampirsn yang merupakan bagian tak terpisahkan dar Peraturan Desa ini

Pasal 3

Larmpiran sebagaimana dimaksud dalam Pazal 2 memuat:
2. APB Desa;
b Dattar Penyertaan Modal;
¢ Datvar Dana Cadangan;
d Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepalz Desz menetzapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belarja Desa sebagai landasan operasior al pelaksanaan APE Desa.

Pasal 5

(1] Pemerintah Desa dapat melaksanakan keglatan wniuk penanggulangan bencana, keadaan
darural, dan mendecak.

(2] Pendanaan kegiztan sebagzimana dimaksud pada ayar (1) menggunzkan anggaran [enis
be#lanja tidak terduga.

(3] Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darwrat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

(4] Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi kriteria:

a. buksn merupakan kegistan normal dan aktbvitas pemerintah Desa dan tidesk dapat
diprediksi sebelummnya;
b tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendall dan pengarub pemerintah Desa;

memilikl dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yvang

disebabkan aleh kejadian luar blasa dan/atau permasalahan sosksal; dan

e. berskala bokal deta

o n

Pasal &
Dalam hal terjadiz
2. penambahan denfatou pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b keadaan yang menyebabkar harus ditakukan pergeseran antar obyek befanjs; dan
¢ keglatan yang belum dilaksanakan tabun sebelumnya dan menyebabken SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan

Eepala Desa dapat mendabulul perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dar memberitahukannya kepada BPD,

Pasal 7
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Feraturan Desa ind mulai berleku poda tanggel d lundangken,

Agar satiap orang mengetahul, mamerntahkan pengundangan Peraturan Deca inl dalam Lembaran
Desz CIRARMAGIRANG

Ditetapkan di - CIRAMAGIRANG
Pada tanggal : 25 Februan 2021

KEPALA DESA,
SRR

e AN
SRS EFFENDY, 5 Pd
Diurdangkan dl ; CIRAMADGIRANG e

Pada tanggal : 1% Februari 2021

LEMBARAN DESA CIRAMAGIRANG NOMOR 02 Tahun 2021
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